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ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di 

Indonesia 

Okta Riady 

02043100227
Perlindungan, Saksi, Tindak Pidana.

Nama

NIM

Kata Kunci
Isi Abstrak

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang 
berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan 
dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan 
saksi atau saksi yang telah ada tidak dapat dihadirkan disebabkan saksi mendapat 
ancaman baik secara fisik maupun psikis dari pihak-pihak tertentu. Saksi merupakan 
unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Saksi adalah orang yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 
Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara 
pidana. Peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian 
masyarakat dan aparat penegak hukum. Ada beberapa kendala yang menyebabkan 
seseorang enggan menjadi saksi dalam Tindak Perkara Terorisme, diantaranya yaitu bagi 
yang awam hukum bukan suatu yg mudah, ada ancaman bila keterangannya ternyata 
tidak benar, tuntutan sumpah palsu, membuang waktu dan biaya, dan tak jarang saksi 
diperlakukan seperti tersangka/terdakwa. Dalam kaitannya dengan peran serta 
masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, saksi dan korban menjadi 
elemen penting untuk membantu lembaga peradilan mewujudkan supremasi hukum. 
Permasalahannya ketika saksi dan korban memberikan keterangan, mereka trauma dan 
takut untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mereka beranggapan ketidakgunaan 
untuk memberikan kesaksiaan, disamping ketakutan apabila mereka bersaksi tanpa 
disertai dengan proses perlindungan dari negara terhadap dirinya dan keluarga mereka. 
Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat 
dibuktikan dengan alasan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat 
diberikan oleh seorang saksi. Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses 
peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP. Tuntutan 
seperti ini, pada akhirnya membawa konsekuensi pasti bahwa negara harus mampu 
membantu proses ini. Salah satunya adalah dengan jalan menyediakan mekanisme 
perlindungan saksi dan korban yaitu dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti 

yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang 

berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan 

karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu 

proses peradilan pidana. Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 36 Kitab Undang- 

undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

isendiri.

Dalam Pasal 184 KUHAP, saksi merupakan kunci dalam membuktikan 

kebenaran dalam suatu proses persidangan,2 dimana keterangan saksi ditempatkan 

diurutan pertama diatas alat bukti lainnya. Urutan tersebut merujuk pada alat bukti

yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian dipersidangan.

Pasal 1 angka 36 KUHAP merumuskan : orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan,penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 
sendiri,ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. e

2 Pasal 184 KUHAP merumuskan : Berbunyi keterangan saksi di urutan pertama di atas alat 
bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa

1
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Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling 

dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput 

dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara 

pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya 

disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian 

dengan alat bukti keterangan saksi.3

Peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari 

perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Luputnya perhatian tersebut 

mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan 

alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi. 

Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak 

adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP , maka dibutuhkan suatu 

perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh 

kebenaran materil. Teorinya, Pasal 184 -185 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) secara tegas mengambarkan hal tersebut. Pasal 184 menempatkan 

keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, 

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185 (2) menyatakan, “Keterangan 

seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap 

perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ayat 3 dari pasal yang sama berbunyi,

utama

3 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua Sinar 
Grafika, 2000, hlm. 265.
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“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai 

dengan alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih 

dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup 

untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah/tidak.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan 

keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas 

saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa 

yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Pasal 

173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan 

seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas: 

mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan 

keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, atau pun tertekan.

Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari

keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, 

kalau pun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau 

nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi 

lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat 

akibat peristiwa pidana, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan 

ulang peristiwa yang dialaminya. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke 

muka persidangan atau pun terhenti di tengah jalan karena ketiadaan saksi. Kasus- 

kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahatan Terorisme yang melibatkan sebuah 

sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang
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mau dan beraniseringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang 

memberikan keterangan yang sebenarnya4, yang terjadi kemudian adalah bukan saja 

gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan 

berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak 

individual yang terkait dalam kasus tersebut.

Dalam hal kejahatan tersebut, yang ingin diketahui bagaimana Undang- 

Undang melindungi para saksi Tindak pidana Terorisme di Indonesia.karena 

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta 

merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara selain itu 

terorisme juga merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan 

bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan 

masyarakat karena itu, perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan

asasi

berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung

tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub

dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

4 Sebagai contoh adalah Kasus Bom Bali , Aksi teror melalui peledakan bom mobil di Jalan 
Raya Legian Kuta ini semula direncanakan dilaksanakan pada 11 September 2002, bertepatan dengan 
peringatan setahun tragedi di Gedung World Trade Center New York, Amerika Serikat. Seperti 
diketahui, peristiwa 11 September 2002 ini mengawali “Perang Global” terhadap terorisme yang 
dipimpin oleh Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat yang berat sebelah seperti pemunculan 
jargon “Jihad adalah Terorisme” dalam memerangi terorisme telah menjadi alasan beberapa kelompok 
teroris untuk melakukan perlawanan, salah satunya dilakukan oleh Ali Imron, Ali Gufron, dan 
Amrozi., Sumber www.kompas.com, Aksi terror kasus Bom Bali, diakses tanggal 06 April 2009 * 'C

>>
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Aksi terorisme di Indonesia mencuat ke permukaan setelah teijadinya Bom 

Bali I pada 12 Oktober 2002, Peristiwa tersebut tepatnya teijadi di Sari Club dan 

Peddy’s Club, Kuta, Bali tahun 2002. Sebelumnya, tercatat juga beberapa aksi teror 

di Indonesia antara lain kasus Bom Istiqlal pada 19 April 1999, Bom Malam Natal 

pada 24 Desember 2000 yang teijadi di dua puluh tiga gereja, Bom di Bursa Efek 

Jakarta pada September 2000, serta penyanderaan dan pendudukan Perusahaan Mobil 

Oil oleh Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2000.

Kembali pada kasus Bom Bali I. Aksi teror melalui peledakan bom mobil di 

Jalan Raya Legian Kuta ini semula direncanakan dilaksanakan pada 11 September 

2002, bertepatan dengan peringatan setahun tragedi di Gedung World Trade Center 

New York, Amerika Serikat. Seperti diketahui, peristiwa 11 September 2002 ini 

mengawali “Perang Global” terhadap terorisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. 

Kebijakan Amerika Serikat yang berat sebelah seperti pemunculan jargon “Jihad 

adalah Terorisme” dalam memerangi terorisme telah menjadi alasan beberapa 

kelompok teroris untuk melakukan perlawanan, salah satunya dilakukan oleh Ali 

Imron, Ali Gufron, dan Amrozi.5

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) memiliki kewajiban untuk 

melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan 

warga negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan negara 

terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan

5 <http://www.kompas.eom/7 Februari 2007, Aksi teror kasus bom Bali, diakses tanggal 3-
03-2009
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hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya 

ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak 

pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (extraordinary 

crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (extraordinary 

measuresf. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 selain mengatur aspek materil 

juga mengatur aspek formil. Sehingga, undang-undang ini merupakan undang-undang 

khusus (lex specialis) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- 

undang Hukum Acara Pidana.

Saksi dalam perkara Tindak pidana terorisme, perlu mendapatkan 

perlindungan khusus, karena Saksi dalam peradilan pidana merupakan posisi pertama, 

sebagaimana terlihat dalam penempatannnya dalam Pasal 184 KUHAP.

Setelah itu dikaitkan juga melalui Undang-Undang UU No. 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian juga diterbitkan juga PP.No.24 

Tahun 2003 yang mengatur tentang Tata Cara Perlindungan terhadapa Saksi, 

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. PP No.

24 Tahun 2003 mempunyai arah untuk memberikan perlindungan terhadap saksi,

6 T. Nasrullah, Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil Maupun Formil 
Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Makalah 
Pada Semiloka tentang “Keamanan Negara” yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama 
Polda Metropolitan Jakarta Raya, Selasa 29 Maret, hal. 3.

1
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penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme sesuai 

dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sedangkan UU 

No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki arah yang tidak 

jauh berbeda dengan PP No. 24 Tahun 2003 hanya saja dalam UU No. 13 Tahun 

2006 difokuskan terhadap perlindungan saksi dan korban saja. Pada dasarnya PP No. 

24 Tahun 2003 dan UU No. 13 Tahun 2006 memiliki kesamaan yang bertujuan untuk

memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan

pada setiap proses peradilan pidana

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai

Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

bahasan atau permasalahan dalam tulisan ini adalah mengenai:

1. Bagaimana Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme di

Indonesia?

2. Bagaimana Prosedur Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana 

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi?

3. Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Kesulitan Menghadirkan Saksi Dalam 

Tindak Pidana Terorisme ?
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1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana terorisme.

2. Untuk menjelaskan prosedur perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana 

berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.

3. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya kesulitan menghadirkan saksi dalam 

tindak pidana terorisme

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini difokuskan mengenai Perlindungan

Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang di

Indonesia dan Prosedur Perlindungan Saksi Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini ada dua manfaat yang ingin dicapai, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari sudut teoritis ini, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi 

dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai perlindungan 

saksi terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan undang-undang di Indonesia 

dan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana 

terorisme di Indonesia
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2. Manfaat Praktis

Dari sudut sosial praktis , penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat dan 

memberikan solusi atau pemecahan terbaik terhadap permasalahan yang 

dihadapkan oleh masyarakat, pemerintah ataupun aparat hukum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Dalam usaha mencari data untuk pembahasan masalah dalam penelitian ini

penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu 

pendekatan dari sudut hukum yang berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-

undangan, yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam membahas pendekatan permasalahan ini, penulis menggunakan

pendekatan statuta dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan skripsi ini.

1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

I.6.3.I. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif, yang bersumber dari 

data sekunder. Data Sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka yakni 

mencakup buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, Peraturan Perundang- 

Undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
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1.6.3.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum berupa data sekunder, melingkupi:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi: Norma Dasar Pancasila, Undang- 

Undang Dasar 1945 (Amandemen), UU Perlindungan Saksi Peraturan Perundang- 

undangan No.13 Tahun 2006,Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak 

Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan 

terhadap saksi, penyidik ,penuntut umum dan Hakim dalam perkara Tindak 

Pidana Terorisme (PP.No.24 Tahun 2003) .yurisprudensi, traktat dan sebagainya.

2. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer 

dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti 

rancangan, hasil karya ilmiah para saijana, hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus dan 

ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

1.7. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode 

Studi kepustakaan (Library Research), Studi tersebut dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting yang perlu dari beberapa 

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan tertulis lainnya.
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1.8. Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara content analiysis, 

yaitu data yang dilakukan melalui data tertulis7. Setelah dilakukan kegiatan analisis 

kemudaian ditarik kesimpulan untuk menjawab permohonan yang ada melalui

metode Deduksi.

Soejono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul-Press, 1986,Hlm21
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